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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara dan syarat pelaksanaan simpan 
pinjam, masalah yang timbul beserta penyelesaiannya kemudian pertanggung-
jawaban pengurus terhadap permasalahan simpan pinjam pada KPRI Makarya. 
Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat 
deskriptif. Sumber data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu berbahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dengan 
wawancara dan studi kepustakaan kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tata cara dan syarat pelaksanaan simpan pinjam 
pada KPRI Makarya telah sesuai dengan Anggaran Dasar koperasi dan telah 
sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Adapun 
permasalahan yang timbul dan upaya penyelesaian masalah pelaksanaan simpan 
pinjam pada KPRI Makarya adalah anggota/peminjam lebih memilih untuk 
mengangsur sendiri pinjamannya dan sirkulasi uang pada KPRI Makarya yang 
tidak sesuai dengan harapan, yang mengakibatkan keuangan pada KPRI Makarya 
dapat terhambat, tetapi karena koperasi kegiatan utamanya adalah simpan pinjam 
maka permasalahan diatas dapat teratasi dengan baik, sedangkan 
pertanggungjawaban pengurus terhadap masalah yang timbul dari pelaksanaan 
simpan pada KPRI Makarya pengurus sebagai pihak yang diberi kekuasaan untuk 
mengelola koperasi harus berpegang pada asas kehati-hatian dalam menjalankan 
kewenangannya.  
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ABSTRACT 
This study aims to determine the procedure and terms of implementation of the 
savings and loans, the problems and their solution then accountability board to the 
problems of savings and loan on KPRI Makarya. This research method using 
descriptive empirical jurisdiction. Sources of primary data, interviews and 
secondary data that is made from primary law and secondary law. Data were 
collected by interview and literature study then analyzed qualitatively. The results 
showed that the procedure and terms of implementation of the savings and loan on 
KPRI Makarya accordance with the Statutes of cooperatives and compliance 
according to the Law No. 25 of 1992 concerning Cooperatives. As for problems 
that arise and resolving disputes implementation of the savings and loans to KPRI 
Makarya is a member / borrowers prefer to repay its own loans and circulation of 
money on KPRI Makarya that are not in line with expectations, resulting in 
financial KPRI Makarya may be delayed, but because of the cooperative main 
activity is a savings and loan then the above problems can be overcome with 
good, while the board accountable to the problems arising from the 
implementation of KPRI Makarya store on board as a party which is empowered 
to manage the cooperative must be adhered to the principle of prudence in 
carrying out its authority. 
 




Koperasi dikenal sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela 
mempersatukan diri guna mencapai kepentingan ekonomi atau menyelenggarakan 
usaha bersama dengan cara pembentukan suatu lembaga ekonomi yang diawasi 
bersama.
1
 Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan 
bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan pasal 33 antara lain menyatakan bahwa 
kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang 
dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.
2
 Penjelasan pasal 
33 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai soko guru 
perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian 
nasional. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut diatas maka 
peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan 
potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi 
yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan 
keterbukaan. Usaha koperasi mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan 
kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitarnya. Hal ini berarti bahwa 
koperasi diharapkan dapat tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan 
menjadi wadah utama untuk pembinaan kemampuan usaha golongan ekonomi 
lemah.
3
 Ditinjau dari proses kegiatan dalam usaha mencapai cita-citanya sebagai 
badan usaha, dapat dengan jelas perbedaan antara koperasi dengan non-koperasi.
4
 
Perbedaan koperasi dan non-koperasi ditinjau dari dimensi 
ketatalaksanaan usaha, koperasi pada prinsipnya adalah “open management” 
(keterbukaan manajemen). Sebaliknya pada non koperasi dimensi ketatalaksanaan 
usaha ini adalah bersifat tertutup. Pembangunan koperasi sebagai badan usaha 
ditujukan pada penguatan dan perluasan basis usaha, peningkatan mutu sumber 
daya manusia terutama pengurus, pengelola dan anggotanya yang berakhlak 
mulia, termasuk kewirausahaan dan profesionalisme koperasi, sehingga dengan 
                                                          
1
 Suhrawardi K. Lubis, 2000, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, hal.122-123 
2
 Penjelasan umum Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. 
3
 Tuti Trisnawani, 2009, Akuntasi Untuk Koperasi dan UKM,  Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 
hal. 1 
4
 Edilius,dkk., 1992, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Jakarta: Rineka Cipta,  hal. 23 
3 
 
kinerja yang makin sehat, kompetitif, dan mandiri, koperasi mampu menjadi 
badan usaha utama dalam perekonomian. Koperasi Pegawai Republik Indonesia 
(KPRI) adalah salah satu jenis koperasi yang ada di Indonesia. Koperasi ini 
beranggotakan Pegawai Negeri. Sebelum bernama KPRI, koperasi ini dikenal 
dengan nama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama 
meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan 
di lingkup departemen atau instansi. 
Berdasarkan uraian di atas penulis memiliki beberapa rumusan masalah 
yang pertama, bagaimana tata cara dan syarat pelaksanaan simpan pinjam pada 
KPRI Makarya UPTD Dikpora Kecamatan Jebres. Kedua, apa saja masalah yang 
timbul dan bagaimana upaya penyelesaian masalah pelaksanaan simpan pinjam 
pada KPRI Makarya UPTD Dikpora Kecamatan Jebres. Ketiga, bagaimana 
pertanggungjawaban Pengurus terhadap pelaksanaan simpan pinjam pada KPRI 
Makarya. 
Tujuan penelitian dalam skripsi ini dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu untuk 
mengetahui tata cara pelaksanaan simpan pinjam pada KPRI Makarya UPTD 
Dikpora Kecamatan Jebres, untuk mengetahui masalah yang timbul dan upaya 
penyelesaian dari pelaksanaan simpan pinjam pada KPRI Makarya UPTD 
Dikpora Kecamatan Jebres, untuk mengetahui pertanggungjawaban Pengurus 
mengenai pelaksanaan simpan pinjam pada KPRI Makarya UPTD Dikpora 
Kecamatan Jebres. Sementara itu, manfaat dari penelitian ini ialah yang pertama, 
manfaat teoritis penelitiaan ini bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan 
dalam bidang hukum perdata khususnya tentang Koperasi Pegawai Republik 
Indonesia (KPRI). Manfaat Praktis ini dibagikan kepada peneliti dan penulis. Bagi 
peneliti, hasil penelitian dapat dijadikan pengalaman penelitian yang berkaitan 
dengan hukum perdata khususnya tentang Koperasi Pegawai Republik Indonesia 
(KPRI) dan bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi secara 
tertulis maupun sebagai referensi mengenai hukum perdata khususnya tentang 





2. METODE  
Metode dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis 
empiris yaitu cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian 
dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan 
dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan. Jenis penelitian 
yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan 
menunjukkan bahwa penelitian ini tidak menggunakan angka tetapi kata-kata, 
gambar serta informasi yang terjadi secara ilmiah dan tidak dimanipulasi. Lokasi 
penelitian untuk kepentingan analisis dan pengumpulan data maka penelitian 
diadakan di kantor KPRI Makarya UPTD Dikpora Kecamatan Jebres.  
Jenis data yang diguanakan ialah data primer dan data sekunder. Data 
primer adalah keterangan atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber 
pertama dilapangan melalui proses wawancara terhadap narasumber yang 
dianggap mengetahui segala informasi yang diperlukan dalam penelitian.
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Sedangkan data sekunder adalah berupa dokumen tertulis,peraturan perundang-
undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini aadalah dengan menggunakan studi 
pustaka dan wawancara. Teknik analisis data yang dipergunakan yakni dengan 
menggunakan logika deduktif, dengan perincian norma ditempatkan sebagai 
premis mayor dan data sekunder yang telah terkumpul ditempatkan sebagai 
premis minor. Sehingga akan mendiskusikan data sekunder dengan norma 




3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada KPRI Makarya 
UPTD DIKPORA Kecamatan Jebres 
Tata cara pelaksanaan simpan pinjam pada KPRI Makarya ialah pelayanan 
administrasi diatur dan ditetapkan oleh pengurus atau penanggungjawab usaha, 
ketetapan simpan pinjam kredit diputuskan berdasarkan Rapat Pengurus menurut 
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keadaan keuangan koperasi; simpanan dan sisa kredit pemohon, jaminan kredit 
utama adalah gaji dan simpanan penerima kredit karenanya KPRI Makarya berhak 
memungut angsuran dari gaji penerima kredit dan apabila perlu KPRI Makarya 
berhak meminta tambahan jaminan kredit berupa barang dan/atau surat-surat 
berharga milik penerima kredit, prioritas status pemohon kredit diatur dengan 
klasifikasi yaitu: pemohon belum pernah pinjam; pemohon pinjam dan telah 
lunas; pemohon telah melunasi sisa pinjaman; pemohon masih mempunyai sisa 
pinjaman berdasarkan urgensi keperluan/skala prioritas kebutuhan; kemampuan 
anggota untuk membayar kembali cukup meyakinkan; besarnya gaji bersih 
sebulan; kemampuan koperasi; besarnya maksimal angsuran yaitu jika suami/istri 
sama-sama berpenghasilan tetap maka angsuran maksimal sama dengan gaji 
sebulan; jika suami/istri saja yang berpenghasilan tetap maka angsuran maksimal 
75% dari gaji sebulan, prioritas batas jumlah pinjaman diatur dengan klasifikasi, 
maksimal lima kali kekayaan anggota pemohon, calon peminjam mengajukan 
permohonan kepada Pengurus dengan mengisi blanko permohonan dan diketahui 
suami/istri yang dikuatkan oleh Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab 
anggota pada masing-masing unit SD (Sekolah Dasar) paling lambat tanggan 20 
(dua puluh) sudah sampai di kantor koperasi setelah itu menyerahkannya pada 
Pengurus dan blanko tersebut harus diisi secara lengkap, untuk mengajukan kredit 
baru, maka peminjam harus melakukan perjanjian dengan koperasi untuk tidak 
pinjam lagi sebelum kreditnya lunas kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. 
Syarat melakukan simpan pinjam pada KPRI Makarya adalah apabila ia 
telah menjadi anggota dan/atau pengurus KPRI Makarya. Sedangkan syarat 
menjadi anggota dan/atau pengurus pada KPRI Makarya adalah pegawai, adapun 
pegawai yang dimaksud ialah yang bertugas di Dinas Pendidikan Kecamatan 
Jebres Kota Surakarta (UPT Pendidikan) yang terdiri dari CPNS/PNS, 
karyawan/pegawai KPRI Makarya, Pengawas TK/SD UPT Pendidikan 
Kecamatan Jebres, anggota yang pindah tugas/mutasi ke kecamatan lain, anggota 
yang sudah purna tugas/pensiun. Bagi anggota yang pindah tugas/mutasi ke 
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kecamatan lain dan bagi anggota yang sudah purna tugas/pensiun masih dapat 
menjadi anggota apabila mereka masih mau.
7
 Berdasarkan hasil wawancara 
dengan Bapak Parmanto selaku Pengurus pada KPRI Makarya, keanggotaan 
koperasi itu bersifat sukarela dan terbuka. Keanggotaan koperasi mulai berlaku 
dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota. 
Seseorang yang akan masuk menjadi anggota koperasi harus mengajukan surat 
permohonan kepada pengurus. Dalam waktu yang tidak ditentukan, pengurus 
harus memberi jawaban secara tertulis apakah permintaan itu diterima atau 
ditolak. Bilamana pengurus menolak permintaan untuk menjadi anggota maka 
yang berkepentingan dapat minta pertimbangan Rapat Anggota yang berikutnya.
8
   
Syarat untuk melakukan simpan pinjam pada KPRI Makarya ialah apabila 
ia telah menjadi anggota. Dalam hal keanggotaan pada KPRI Makarya juga telah 
sesuai undang-undang yang berlaku, Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian mengaturnya pada pasal 17 sampai dengan pasal 20. Berdasarkan 
pasal 17 ayat (1), anggota koperasi sebagai salah satu pemilik sekaligus pengguna 
jasa koperasi. Makna yang terkandung dalam pernyataan ini ialah di pihak yang 
satu keberadaan anggotasebagai pemilik harus memiliki kewajiban untuk 
memberikan kontribusi, loyalitas dan rasa memiliki pada koperasinya. Di pihak 
lain, anggota sebagai pengguna jasa mempunyai hak untuk memperoleh insentif 
atau nilai tambah atau manfaat ekonomis dari koperasinya berdasarkan besarnya 
kontribusi dan peran serta anggota dalam kegiatan usaha koperasi.
9
  
Mengingat anggota adalah pemilik dan pengguna jasa yang sangat berguna 
mengenai usaha yang dijalankan oleh koperasi, maka partisipasi anggota sangat 
penting juga untuk mengembangkan usaha pada koperasi. Anggota merupakan 
faktor penentu dalam kehidupan koperasi, oleh karena itu sangat penting bagi 
anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan di dalam koperasi. 
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Setiap anggota pada koperasi juga memiliki hak dan kewajiban, hal ini sesuai 
didalam Anggaran Dasar koperasi pasal 7 ayat (3) yaitu anggota berkewajiban 
untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, 
Peraturan Khusus serta Keputusan Rapat Anggota. Kemudian anggota 
berkewajiban untuk berpatisipasi dalam kegiatan atau usaha yang diselenggarakan 
koperasi dan mengembangkan serta memelihara kebersamaan berdasarkan atas 
asas kekeluargaan. Perangkat organisasi pada KPRI Makarya telah sesuai dengan 
pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, pada pasal ini mengatur tentang 
perangkat organisasi yang terdiri Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. 
Perangkat organisasi tersebut berlaku bagi semua jenis koperasi termasuk 
Koperasi Pegawai Republik Indonesia.
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Dilihat dari sudut pandang pengertian dasar, sifat dan ciri keanggotaan, 
hak dan kewajiban anggota dalam organisasi koperasi, maka kedudukan anggota 
ialah Pemilik dan pengguna jasa sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam 
organisasi koperasi (mekanisme melalui Rapat Anggota Tahunan, yang serupa 
dengan rapat umum pemegang saham dalam suatu perusahaan swasta). 
Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka bagi setiap warga negara yang 
memenuhi persyaratan spesifikasi koperasinya. Keanggotaannya melekat pada diri 
pribadi orang-orangnya yaitu memiliki rasa senasib dalam upaya memenuhi 
kepentingan ekonomi sosialnya serta memiliki keyakinan bahwa hanya dengan 
bergabung bersama koperasi maka kepentingan tersebut secara bersama akan 
dapat terpenuhi dan memiliki kesamaan dalam kepentingan ekonomi. 
Keanggotaan koperasi merupakan keputusan berdasarkan tingkat kesadaran 
rasional dari orang-orang yang merasa cocok jika melakukan kegiatan tolong 
menolong, merasa kuat jika bersatu menjadi anggota koperasi, merasa tidak perlu 
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3.2. Permasalahan  yang   Timbul   dan  Upaya  Penyelesaian  Masalah 
Pelaksanaan Simpan Pinjam pada KPRI Makarya 
Permasalahan yang timbul dari pelaksanaan simpan pinjam di KPRI 
Makarya, yaitu muncul akibat anggota/peminjam lebih memilih untuk 
mengangsur sendiri pinjamannya jadi tidak langsung dipotong dari gaji tiap bulan. 
Pada koperasi pegawai negeri khususnya KPRI Makarya anggota/peminjam 
menyerahkan jaminan utamanya adalah gaji, peraturan mengenai jaminan ini 
tercantum pada Peraturan Khusus KPRI Makarya tentang pelayanan kredit dan 
simpanan uang. Akibat dari permohonan peminjam yang mencantumkan alasan 
untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak maka Pengurus dengan segala 
pertimbangannya menyetujui untuk jaminan peminjam dapat dilakukan 
menggunakan surat berharga misal BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) 
atau dapat juga menggunakan sertifikat rumah dan sebagainya. Sesuai dengan 
hasil wawancara dengan Bapak Heru Purwoko selaku Pengurus KPRI Makarya, 
dalam hal anggota/peminjam lebih memilih mengangsur sendiri pinjamannya, 
maka timbul masalah baru lagi antara lain:
12
 Anggota/peminjam dengan sengaja 
mengulur waktu pembayaran/angsuran, peminjam meminta jangka waktu 
mengangsur diperpanjang karena tidak sesuai dengan masa pensiun, 
anggota/peminjam meminta pinjaman atau kredit uang melebihi kekayaan mereka 
dan melebihi jangka angsur yang sudah ditentukan. Masalah yang kedua, yaitu 
sirkulasi uang pada KPRI Makarya yang tidak sesuai dengan harapan. KPRI 
Makarya usaha pokok/utamanya adalah simpan pinjam, sehingga harapan besar 
dari kegiatan simpan pinjam tersebut adalah jasa. Apabila sirkulasi keuangan 
tidak dapat menyerap sesuai dengan pemasukan setiap bulan, maka secara 
otomatis uang/saldo pada koperasi adalah (+)/plus atau beku. Mengenai simpanan 
berjangka, Kepmen Nomor: 351/KEP/M/XII/1998 mendefinisikan sebagai 
simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya 
hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian antara peminjam 
dengan koperasi yang bersangkutan.
13
 Secara normatif disebutkan bahwa koperasi 
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hanya diperbolehkan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota, 
calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya. Oleh karena itu dapat 
ditegaskan bahwa jati diri koperasi adalah dari anggota, oleh anggota dan untuk 
anggota.
14
 Koridor jati diri koperasi merupakan parameter untuk mengukur suatu 
koperasi telah berada dijalur yang benar atau tidak, koridor jati diri koperasi juga 
bisa disebut sebagai kode etik koperasi, yang berarti jika koperasi berada diluar 
koridor jati diri maka koperasi tersebut telah melanggar kode etik.
15
 Secara 
institusional, koperasi memiliki ruang gerak yang terbatas dibanding dengan 
pelaku ekonomi lainnya. 
Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam dunia usaha tidak 
memungkinkan koperasi bergerak bebas seperti swasta. Itu sebabnya, jika selama 
ini kegiatan usaha koperasi masih terbatas pelayanannya kepada anggota seperti 
halnya kegiatan simpan pinjam.
16
 Kegiatan usaha dalam koperasi berupa simpan 
pinjam memang tidak pernah luput dari suatu masalah. 
Upaya penyelesaian masalah yang timbul dari pelaksanaan simpan pinjam 
di KPRI Makarya, yaitu:
17
 Bagi anggota KPRI Makarya yang sengaja tidak 
mengangsur maka ada 3 (tiga) upaya penyelesaian, antara lain: Memberi 
kelonggaran/tenggang waktu kepada anggota/peminjam, memberi surat 
pemberitahuan/surat panggilan yang dibuat oleh Pengurus koperasi, membawa 
anggota/peminjam ke ranah hukum. Bagi anggota KPRI Makarya yang pesiun, 
diterapkan upaya penyelesaian permasalahan dengan cara yaitu: Diberi waktu 
sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yaitu jangka waktu 
10 (sepuluh) bulan. Bagi anggota KPRI Makarya yang akan pensiun/menjelang 
pensiun diterapkan upaya penyelesaian dengan cara yaitu, Pengurus telah 
memperhitungkan jangka waktu pensiun dan besarnya kekayaan anggota maka 
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apabila anggota ingin mencoba menggunakan cara untuk mengelabui Pengurus 
tidak akan dapat dilakukan karena Pengurus sudah mempunyai data secara 
lengkap. Oleh karena itu solusi yang dilakukan selain dengan memberi 
kelonggaran/tenggang waktu, memberi surat peringatan/surat panggilan dan 
membawa ke ranah hukum yaitu dengan cara meminta kekurangan yang sudah di 
perhitungkan antara kekayaan dan pinjamannya secara kekeluargaan. Tetapi 
apabila dengan daya upaya tersebut diatas tidak terealisasi maka Pengurus lewat 
Rapat Anggota Tahunan untuk dapat menyetujui sisa angsuran diambilkan dari 
dana resiko kredit sebatas kemampuan dan kesanggupan KPRI Makarya. Dana 
resiko kredit atau disingkat DRK adalah dana yang diusahakan untuk tujuan 
mengurangi atau menutup kerugian yang timbul dari adanya piutang 
merah/tunggakan merah. Apabila anggota KPRI Makarya meninggal dunia dan 
masih mempunyai tanggungan kredit/angsuran, maka dalam hal ini sisa 
kredit/angsuran dari peminjam diambilkan dari asuransi kredit. Upaya untuk 
menjadikan KPRI sebagai salah satu koperasi simpan pinjam untuk pegawai 
negeri adar dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional telah 
dikukuhkan melalui undang-undang perkoperasian.  
Pada level pelaksanaan, peran koperasi juga telah diatur dengan Peraturan 
Pemerintah serta Surat Keputusan Menteri dan Usaha Kecil Menengah. Berbagai 
tingkatan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan pengakuan bahwa 
koperasi adalah bagian dari kebijakan pembangunan nasional.
18
 Dengan 
menerapkan asas kekeluargaan berarti telah mencerminkan adanya kesadaran dari 
budi nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh 
semua untuk semua, dibawah pimpinan Pengurus serta kepemilikan dari para 
anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi 
kepentingan bersama.
19
 Penerapan asas kekeluargaan pada KPRI Makarya 
                                                          
18
 Abdul Salam, 2008, Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro Kopreasi Simpan Pinjam, 
Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM, hal. 40. 
19
 G. Kartasapoetra, Bambang S., dan A. Setiady, 2003, Koperasi Indonesia, Jakarta: Rineka 
Cipta, hal. 18. 
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dilakukan demi lancarnya kegiatan usaha simpan pinjam pada koperasi. Apabila 
terdapat suatu perbedaan pendapat maka KPRI Makarya akan memecahkan dan 
menyelesaikannya melalui musyawarah atau mufakat dalam suatu Rapat Anggota. 
 
3.3. Pertanggungjawaban Pengurus Terhadap Masalah Yang Timbul Dari 
Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada KPRI Makarya 
Pengurus membuat surat undangan ke anggota yang bermasalah pada 
pinjamannya, apabila undangan yang ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) anggota tidak 
juga datang maka akan dibuatkan undangan yang ke-3 (tiga), pengurus dapat 
mendatangi rumah anggota/peminjam yang bermasalah dengan pinjamannya, 
Pengurus sebaiknya melibatkan Pengawas untuk dapat mencarikan solusi untuk 
anggota yang bermasalah dengan pinjamannya, pinjaman yang bermasalah 
dibawa ke Rapat Anggota Tahunan, Pengurus dapat mengambil tindakan sesuai 
dengan hukum yang berlaku. 
Pertanggungjawaban Pengurus mengenai permasalahan simpan pinjam 
telah sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi pasal 13 ayat (1) yang 
menyebutkan bahwa Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan 
pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota 
Luar Biasa. Selain dalam Anggaran Dasar koperasi, berkenaan dengan 
pertanggungjawaban Pengurus telah sesuai pula dengan pasal 31 Undang-undang 
No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam pasal 31 ini menjelaskan bahwa 
Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan usaha yang ada pada 
koperasi. KPRI Makarya dengan usaha utamanya ialah simpan pinjam, maka 
Pengurus sudah secara langsung memberikan pertanggungjawabannya mengenai 
simpan pinjam tersebut sesuai yang dijelaskan diatas. Pengurus pada KPRI 
Makarya harus rutin membuat laporan pertanggungjawabannya sebanyak satu kali 
dalam satu tahun. 
Tanggungjawab pengurus berkenaan dengan tindakannya yang 
menyebabkan kerugian sesuai yang diatur dalam pasal 34 UU No. 25 Tahun 1992 
tentang perkoperasian menerangkan bahwa pengurus bersama-sama maupun 
sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi, karena tindakan 
yang dilakukan secara sengaja maupun kelalaiannya. Artinya pengurus harus 
12 
 
bertanggungjawab jika perbuatannya merugikan koperasi. Pengurus sebagai pihak 
yang diberi kekuasaan untuk mengelola koperasi harus berpegang pada asas 
kehati-hatian dalam menjalankan kewenangannya.  
Berdasar pertanggungjawaban Pengurus tersebut dapat disimpulkan bahwa 
selama ini permasalahan simpan pinjam tetap ada namun tidak sampai menganggu 
keuangan KPRI Makarya dikarenakan adanya kerjasama dari semua pihak yaitu 
anggota, pengurus, karyawan dan pengawas serta dinas terkait (unit pelaksana 
teknis/UPT) Pendidikan Kecamatan Jebres dan tidak kalah pentingnya 
permasalahan simpan pinjam dapat diatasi denga beberapa solusi yaitu: Cadangan 
resiko kredit, adalah dana yang diusahakan untuk tujuan mengurangi atau 
menutup kerugian yang timbul dari adanya piutang merah atau tunggakan merah. 
Dana ini dapat menutup kekurangan apabila terjadi permasalahan simpan pinjam 
seperti yang telah diuraikan diatas. Premi asuransi, adalah sejumlah uang yang 
mesti dibayarkan pada koperasi setiap bulannya sebagai suatu kewajiban dari 
anggota atas keikutsertaannya pada KPRI Makarya. permasalahan simpan pinjam 
tetap ada namun tidak sampai menganggu keuangan KPRI Makarya dikarenakan 
adanya kerjasama dari semua pihak yaitu anggota, pengurus, karyawan dan 
pengawas serta dinas terkait (unit pelaksana teknis/UPT) Pendidikan Kecamatan 
Jebres dan tidak kalah pentingnya permasalahan simpan pinjam dapat diatasi 
denga beberapa solusi yaitu: Cadangan resiko kredit, adalah dana yang 
diusahakan untuk tujuan mengurangi atau menutup kerugian yang timbul dari 
adanya piutang merah atau tunggakan merah. Premi asuransi, adalah sejumlah 
uang yang mesti dibayarkan pada koperasi setiap bulannya sebagai suatu 




Pertama, anggota/peminjam yang memahami dan mematuhi tata cara serta 
menyetujuinya maka anggota/peminjam tersebut terikat pada perjanjian simpan 
pinjam di KPRI Makarya. Syarat melakukan simpan pinjam pada KPRI Makarya 
adalah apabila ia telah menjadi anggota dan/atau pengurus KPRI Makarya. Tata 
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cara pelaksanaan dan syarat pelaksanaan simpan pinjam ini telah sesuai dengan 
Anggaran Dasar koperasi. 
Kedua, permasalahan muncul akibat anggota/peminjam lebih memilih  
untuk mengangsur sendiri pinjamannya. Dalam hal mengangsur sendiri 
pinjamannya muncul masalah baru yaitu  Anggota/peminjam dengan sengaja 
mengulur waktu pembayaran/angsuran, peminjam meminta jangka waktu 
mengangsur diperpanjang karena tidak sesuai dengan masa pensiun, 
anggota/peminjam meminta pinjaman atau kredit uang melebihi kekayaan mereka 
dan melebihi jangka angsur yang sudah ditentukan. Permasalahan lainnya ialah 
sirkulasi uang pada KPRI Makarya yang tidak sesuai dengan harapan. Upaya 
penyelesaian masalah pelaksanaan simpan pinjam ini adalah Memberi 
kelonggara/tenggang waktu kepada anggota/peminjam, memberi surat 
pemberitahuan/surat panggilan yang dibuat oleh Pengurus koperasi, membawa 
anggota/peminjam ke ranah hukum. 
Ketiga, pertanggungjawaban pengurus terhadap masalah yang timbul dari 
pelaksanaan simpan pada KPRI Makarya adalah Pengurus memberikan 
pertanggungjawabannya mengenai permasalahan simpan pinjam dikarenakan 




Pertama, kepada anggota KPRI Makarya, ada baiknya apabila akan 
meminjam harus memenuhi tata cara dan syarat yang telah ditentukan pada 
koperasi. Selain itu anggota pada KPRI Makarya harus sudah memperhitungkan 
pinjaman sesuai dengan kekayaannya, agar tidak ada unsur keberatan pada saat 
mengangsur. 
Kedua, kepada pengurus KPRI Makarya, pengurus harus lebih 
menerapkan asas kehati-hatian terhadap pelaksanaan kegiatan simpan pinjam 
yang akan dilakukan oleh anggota/peminjam agar tidak terjadi kerugian. Karena 




Ketiga, kepda KPRI Makarya, KPRI Makarya harus lebih tegas dalam 
menerapkan peraturan mengenai simpan pinjam untuk anggota, terutama bagi 
anggota yang akan pensiun atau menjelang pensiun agar tidak terjadi kekeliruan 
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